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ABSTRAK 

 

Muh Dzakwan Dzaputra. 04020220351, Analisis Yuridis Perlindungan 
Terhadap Rekening Nasabah Setelah Pemblokiran Oleh Bank (Suatu 
Studi Pada Rekening Tidak Aktif/Dormant). Dibimbing oleh H. Ma’ruf 
Hafidz, dan Zulkifli Muhdar. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis peraturan hukum 
yang mengatur tindakan pemblokiran rekening nasabah oleh bank, serta 
bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap rekening 
nasabah yang tidak aktif (dormant) setelah dilakukan pemblokiran 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 
perbankan dan perlindungan konsumen. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang 
didukung oleh pendekatan perundang-undangan serta pendekatan 
konseptual. Sumber bahan hukum  yang digunakan meliputi bahan hukum 
primer berupa peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan 
jasa keuangan, bahan hukum sekunder yang berasal dari literatur hukum 
dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan 
ensiklopedia. Bahan hukum dianalisis secara preskriptif untuk 
menjelaskan ketentuan hukum yang berlaku serta memberikan 
argumentasi dan rekomendasi normatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai 
pemblokiran rekening nasabah oleh bank di Indonesia belum diatur secara 
khusus dalan satu regulasi tersendiri, melainkan tersebar dalam berbagai 
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan 
perlindungan konsumen. Perlindungan hukum terhadap rekening nasabah 
tidak aktif (dormant) setelah pemblokiran diberikan dalam bentuk 
perlindungan preventif melalui kewajiban pemberitahuan dan transparansi 
informasi oleh bank, serta perlindungan represif melalui hak nasabah 
untuk mengajukan reaktivasi rekening, menyampaikan pengaduan, 
menempuh penyelesaian sengketa, dan memperoleh jaminan simpanan. 
Rekomendasi penelitian ini menekankan perlunya Otoritas Jasa 
Keuangan meningkatkan efektivitas penerapan POJK Nomor 24 Tahun 
2025 tentang Pengelolaan Rekening pada Bank Umum, khususnya terkait 
kewajiban pemberitahuan, standar rekening dormant, dan prosedur 
reaktivasi rekening, serta mendorong perbankan untuk menerapkan 
kebijakan pemblokiran dengan tetap menjunjung prinsip kehati-hatian, 
transparansi, dan perlindungan konsumen. 
 
Kata kunci: Perlindungan terhadap Rekening Nasabah; Pemblokiran 
Rekening Bank. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

dalam pasal 28D dan 28G memberikan perspektif perlindungan hak 

asasi manusia terutama hak seseorang untuk memperoleh kepastian 

hukum dan hak atas kepemilikan harta benda. Dalam era modern, 

bank memegang peranan penting sebagai lembaga keuangan yang 

dipercaya masyarakat untuk menyimpan dan mengelola dana. 

Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan, mengatur 

bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada 

masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat 

banyak. Bank tidak hanya berfungsi sebagai penghimpun dan 

penyalur dana, tetapi juga mempunyai nilai strategis di dalam 

perekonomian suatu negara.1 Hubungan hukum antara bank dan 

nasabah didasarkan pada asas kepercayaan (fiduciary relationship), 

di mana nasabah menyerahkan dananya dengan keyakinan bahwa 

bank akan mengelola serta melindungi dana tersebut secara 

profesional dan bertanggung jawab..2 

 
1 Usman, R. (2001). Aspek-aspek hukum perbankan di Indonesia. Gramedia Pustaka 

Utama. Hlm 1 
2 Saputra, A. (2025). Menjaga Kepercayaan Dalam Transaksi Keuangan: Pengaturan 

Prinsip Kepercayaan di Bank. Media Hukum Indonesia (MHI), 3(1). 
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        Dalam konteks hukum perdata, Hubungan hukum antara bank 

dan nasabah pada dasarnya dilandasi oleh perjanjian.3 Ketika 

nasabah membuka rekening tabungan, giro, atau deposito, 

terbentuklah suatu perikatan yang menimbulkan hak dan kewajiban 

timbal balik. Pemblokiran rekening tanpa pemberitahuan dapat 

dianggap sebagai pelanggaran terhadap perjanjian simpanan atau 

bahkan sebagai wanprestasi apabila bank lalai memenuhi 

kewajibannya untuk memberikan akses dana kepada nasabah. Dari 

perspektif perlindungan konsumen, tindakan tersebut tidak sejalan 

dengan prinsip perlindungan hukum yang bersifat preventif maupun 

represif sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, yang 

menegaskan bahwa perlindungan hukum harus diselenggarakan 

sebagai upaya pencegahan sekaligus penindakan terhadap 

pelanggaran hak-hak warga negara oleh penyelenggara jasa.4 

        Pemblokiran rekening biasanya sah dilakukan apabila terdapat 

permintaan dari aparat penegak hukum karena adanya dugaan tindak 

pidana, permintaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 

Keuangan (PPATK), atau dalam rangka pelaksanaan penetapan sita 

eksekusi oleh pengadilan. Selain itu, tindakan ini juga dapat dilakukan 

dalam rangka menjaga kesehatan dan integritas sistem perbankan 

nasional. Namun, pemblokiran secara sepihak tanpa adanya perintah 

 
3 Fatimah, C. (2017). Hubungan Hukum Antara Bank dan Nasabah Penyimpan Dana 

Menurut Undang-Undang Perbankan. Lex Et Societatis, 5(9). 
4  Philipus M. Hadjon. (1987). Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia. 

Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 30. 

6
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resmi atau dasar hukum yang jelas dapat dikategorikan sebagai 

tindakan melawan hukum, terutama yang berkaitan dengan 

perlindungan hak-hak nasabah, prinsip kehati-hatian, dan asas 

kerahasiaan bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 1998 tentang Perbankan.  

        Isu mengenai pemblokiran rekening kembali mencuat ke publik 

pada tahun 2025 setelah sejumlah bank di Indonesia melakukan 

penghentian sementara transaksi terhadap rekening tidak aktif 

(dormant account). Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah kehati-

hatian dalam mencegah penyalahgunaan rekening yang sudah lama 

tidak bertransaksi, seperti digunakan untuk menampung dana hasil 

kegiatan ilegal. 

        Meskipun bertujuan menjaga integritas sistem keuangan 

nasional, kebijakan tersebut menimbulkan polemik di kalangan 

masyarakat. Banyak nasabah mengeluhkan pemblokiran yang 

dilakukan secara sepihak tanpa pemberitahuan yang memadai. Tidak 

sedikit pula rekening yang diblokir ternyata tidak terbukti terlibat dalam 

kegiatan melanggar hukum, namun pemilik rekening mengalami 

kesulitan untuk mengakses dana mereka sendiri. Kondisi ini 

memperlihatkan masih adanya ketidakseimbangan antara 

kewenangan lembaga keuangan dalam menerapkan prinsip kehati-

hatian dan hak-hak nasabah sebagai konsumen untuk mendapatkan 

kepastian hukum serta perlindungan terhadap harta bendanya. 

17

36
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        Fenomena tersebut menunjukkan pentingnya pengaturan dan 

mekanisme perlindungan hukum yang lebih jelas bagi nasabah, 

khususnya terhadap pemblokiran rekening dormant yang dilakukan 

tanpa dasar hukum yang kuat atau tanpa transparansi dari pihak 

bank. Hal ini menjadi relevan untuk dikaji lebih lanjut guna 

memastikan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian tidak justru 

menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak nasabah sebagai 

konsumen jasa keuangan. 

        Ketentuan lain yang relevan juga tercermin dalam Pasal 1365 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengenai 

perbuatan melawan hukum, serta adanya pelanggaran terhadap 

prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang 

Perlindungan Konsumen Sektor Jasa, yang selanjutnya diperbarui 

melalui POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen 

Sektor Jasa Keuangan. Dalam pelaksanaannya, bank juga wajib 

berpedoman pada prinsip itikad baik (good faith) dan transparansi 

dalam setiap tindakan administratif terhadap rekening nasabah 

        Oleh karena itu, bank harus memastikan setiap tindakan 

pemblokiran dilakukan secara proporsional, transparan, dan 

didasarkan pada ketentuan hukum yang jelas. Disebutkan dalam Qs. 

An-Nisa (4:58) 

 

1

5
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14
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Terjemahan :  

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah 
kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara 
manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya 
Allah memberi pengajaran yang paling baik kepada mu. 
Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. 

 
        Namun, dalam praktiknya, bank kerap melakukan pemblokiran 

rekening nasabah, termasuk terhadap rekening dormant, yaitu 

rekening yang tidak aktif dalam jangka waktu tertentu sesuai kebijakan 

masing-masing bank. Tindakan pemblokiran ini tentu dapat  

menimbulkan persoalan, terutama ketika dilakukan tanpa 

pemberitahuan yang memadai kepada nasabah atau tanpa alasan 

hukum yang jelas.5 Akibatnya, akses nasabah terhadap dananya 

menjadi terhambat dan berpotensi menimbulkan kerugian finansial 

maupun moral. Ketika rekening yang diblokir ternyata tidak terbukti 

terkait dengan tindak pidana. Dalam kondisi seperti ini, nasabah dapat 

mengalami kerugian.  

        Kerugian yang timbul akibat pemblokiran rekening oleh pihak 

bank berdampak pada terhambatnya akses nasabah terhadap 

dananya, sehingga nasabah tidak dapat melakukan penarikan dana, 

transaksi transfer, maupun penyimpanan dana.6 Hal ini bisa membuat 

terhambatnya aktivitas bisnis, ketidakmampuan memenuhi kebutuhan 

hidup karena tidak dapat mengakses dana, bahkan hilangnya peluang 

usaha. Kerugian immateriil dapat berupa rusaknya reputasi, 
 

5 Sopamena, R. (2022). Pemblokiran Rekening Oleh Bank Secara Sepihak. Bacarita 
Law Journal.     https://doi.org/10.30598/bacarita.v3i1.6729. 

6 Buana, H. (2023). Tanggung Jawab Bank dalam Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian 
pada Pemblokiran Rekening Nasabah Salah Sasaran (Doctoral dissertation, Universitas 
Islam Indonesia), hlm. 4 

7

8
8
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menurunnya kepercayaan dari pihak ketiga, hingga timbulnya tekanan 

psikologis pada nasabah. 

        Berdasarkan kondisi tersebut, menarik untuk dikaji lebih dalam 

mengenai tanggung jawab hukum bank terhadap nasabah atas 

pemblokiran rekening dormant, baik dari segi dasar hukum, bentuk 

pertanggungjawaban, maupun mekanisme perlindungan hukum yang 

tersedia bagi nasabah. Analisis yuridis terhadap permasalahan ini 

diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif 

tentang keseimbangan antara kewenangan bank dalam menjaga 

integritas sistem keuangan dan perlindungan terhadap hak-hak 

nasabah sebagai konsumen jasa keuangan. 

B. Rumusan Masalah 

        Berdasarkan uraian latar belakang diatas, adapun beberapa 

rumusan masalah, sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah pengaturan hukum tentang pemblokiran rekening 

nasabah oleh bank dalam peraturan perundang-undangan di 

indonesia? 

2. Bagaimanakah perlindungan terhadap rekening nasabah yang tidak 

aktif setelah pemblokiran oleh bank? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pengaturan 

tentang pemblokiran rekening nasabah oleh bank dalam peraturan 

perundang-undangan di indonesia. 

4
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2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana perlindungan 

terhadap rekening nasabah yang tidak aktif setelah pemblokiran 

oleh bank. 

 
D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

        Penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi praktisi 

hukum dalam menangani kasus pemblokiran rekening dan hak 

nasabah, sekaligus memberikan rekomendasi bagi bank untuk 

memperbaiki prosedur agar lebih transparan dan akuntabel. 

Dengan memahami tanggung jawab bank, nasabah dapat lebih 

waspada serta mengetahui hak-haknya sehingga perlindungan 

hukum semakin kuat. Selain itu, penelitian ini juga dapat 

meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai hak dan 

kewajiban mereka sebagai nasabah, serta menjadi dasar dalam 

perumusan kebijakan perbankan yang lebih adil. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi 

praktisi hukum dalam menangani kasus pemblokiran rekening dan 

hak nasabah, sekaligus memberikan rekomendasi bagi bank untuk 

memperbaiki prosedur agar lebih transparan dan akuntabel. 

Dengan memahami tanggung jawab bank, nasabah dapat lebih 

waspada serta mengetahui hak-haknya sehingga perlindungan 

hukum semakin kuat. Selain itu, penelitian ini juga dapat 

5

9

9

13
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meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai hak dan 

kewajiban mereka sebagai nasabah, serta menjadi dasar dalam 

perumusan kebijakan perbankan yang lebih adil.
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